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WALIKOE‘TX }ﬁ
AGELA
PROVINS] JAWATENCI:.SH

e A MAGELANG
"7 TAHUN 2014

TENTANG

NOMOR

pgDOMAN TERNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI

Mcﬂ;mbang

Mengingat

a. bahwa dalam

. bahwa dalam

PgESBAI é{ESEHATAN MASYARAKAT KERKOPAN
Al BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

S — rangka meningkatkan pelayanan
: g bermutu dan terjangkau serta guna
mcmngk‘at}(an derajat kesehatan masyarakat, periu
Lnee:menkan fleksibilitas untuk mengelola keuangan
gan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
rangka pelaksanaan pengelolaan
keua:ngan dan untuk memenuhi persyaratan
administratif Pusat Kesehatan Masyarakat Kerkopan
Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum maka perlu adanya pedoman teknis
pengelolaan keuangan dimaksud;
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,
maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi
Pusat Kesehatan Masyarakat Kerkopan Kota Magelang
sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah  Kota Kecil dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan

Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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10.

1L

i

18 Nomor 1

ar;
. 4an Negara {L(:m

TﬂhuH 2
Negara Republik Inggq Nomor

Tahun 2004 tentang
baran Negara RepubliK
g 5, Tambahan Lembaran
a Nomor 4355);
Pemeriksag € Nomor 15 Tahun 20 tang
n pc“gclola un 04 tc-n
O e i
Indonesia Tahyp, o [N ¢mbaran  Negara Republik
Negara Republik o o 0" emoahan Lembaran
Undang"Undang NOnesza Nomor 4400);
Perimbangan Key, omor 33 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daci_mgan Antara Pemerintah Pusat dan
Indonesia Tahunah2 (Lembaran Negara Republik
Lembaran Negara Re 00? Nomor 126, Tambahan
Un dang‘Undang % ;Jubhk Indonesia Nomor 4438);
Kesehatan (Lcmbar:m 36 Tahun 2'009 tcntar?g
Tahun 2009 No n Negara Republik Indonesia
R ; “fOr 144, Tambahan Lembaran Negara
epublik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang N i
Pemerintahan gD omor 23 Tahun 2014 tentang
—— Tahuﬁerag?olc(}umbaran Negara Republik
Lembaran Negara Re ubl'kN?n:ior 244, TambahSaTrl
sebagaimana  telah Pd_l ndonesia Nomor 5587)
: jubah dengan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atags Und y -L?Hc;a; Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemi?i%ltazan gDac:ralh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);
Peraturan Pemerint

Keuangan

ah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);
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. i
Peraturan l‘cmcrimnl
1

I 1
Pembagian Urusan p
Pemerintahan 5

NO”““ 38 Tahun 2007 tentans
% merintahan antara pemerintah,
Daerah K aerah  Provinsi ‘ntahan
1 l\“bup{llcn“( nsi, dan Pemerintahd
Indonesia Tahun 2007013 (Lembaran Negara chublik
Negara Republik Ind N?’“Or 82, Tambahan Lembaran
Peraturan Preside donesia Nomor 4737);
Peraturan pctﬂl(gn Nomor 87 Tahun 2014 Tentant
Tahun 2011 ~lﬂnﬂan Undang-Undang Nomor
Perundang- entang  Pembentukan ~Peraturan
ang-undangan(Lemb i
Indonesia Tahun 2014 Nm e chubllk
. < omor 199);
Peraturan Daerah Kota M )
tentang  Urg agelang Nomor 2 Tahun 2008
i san  Pemerintahan  Yang Menjadi
Dol 8511]1] Pemerintahan Dacrah Kota Magelang
i aran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 NomoT
Peraturs
tc::tumn Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008
(;:1 ang S.usuAnan, Kedudukan  dan Tugas pokok
rganisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
P?mmm? Dacrah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920 / Menkes /
Per/XI11/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan
Swasta di Bidang Medik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan
Publik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan ~Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan

Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007

an Penyusunan Rencana Pencapaian
Minimal;

hatan Nomor : 228 / Menkes /
an Penyusunan Standar
Wajib

tentang Pedom
Standar Pelayanan
Keputusan Menteri Kese
SK/111/2002 tentang Pedom
Pelayanan Minimal ~ Puskesmas Yang

Dilaksanakan Daerah;
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24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1268 Tahun 2004
tentang Kebyjakan Dasar Puskesmas;

25. Peraturan Walikota Magelang Nnmt;r 19 Tahun 2014
l”““f‘ﬂ Pembentukan Organisasi  Unit pelaksant
Teknis Pusat Keschatan Masyarakat Jurangombo dan

I"'usm Kesehatan Masyarakat Kerkopan Pada Dinne
Kesehatan Kota Magelang;

26. Keputusan Walikota Magelang Nomor  Tahun g01%
tentang  Penetapan Pusat Kescehatan Masyarnkat
Jurangombo  dan Pusat Kesehatan Mns_\'i!r“k"'
Kerkopan Kota  Magelang scbagai Unit Kerja yank
Mencrapkan  Pola - Pengelolaan  Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

NET,\PI\'AN: l*El:fATURAN WALIKOTA  TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
PUSAT  KESEHATAN  MASYARAKAT KERKOPAN
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

}lll.‘lll! 1

am Peraturan Walikota in yang dimaksud dengan :

pacrah adalah Kota Magelang,

Pcrncrinmh Dacrah  adalah Wahkota sebagm  unsur penyclenggara
pemenntahan Dacrah  vang memimpin  pelaksanaan M
emenntahan vang memad: kewenangan daerah otonom

walikota “d"].[h Walikota .‘-T.\i:Fl.l!IL‘_

Dinas adalah dinas vang membidang urusan keschatan

Badan Lavanan Umum Dacrah yang selanjutnyi disingkat BLUD adalah

Satuan Kena Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Dacrah hnpkungan pemenntah dacrah vang dibentuk untuk
membenkan pelavanan kepada masyarakat berupa penvediaan barang
dan/atau jasa vang dijual tanpa mengutamakan mencarn keuntungan,
dan dalam melakukan keglatannya didasarkan pada prinsip efisiens: dan

produktivitas
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang

PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan

selanjutnva disingkat
Dacrah yang membenkan leksibilitas  berupa  keleluasaan untuk
menerapkan praktck-prakick bisnts vang schat untuk memmngkatkan
pelavanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kescjahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, schagaimana duatur dalam
Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, sebagai pengecualian dan ketentuan

pengelolaan keuangan negara/dacrah pada umumnya
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L _r'ﬂ padﬂ SKPD yang mene
o I\.LULit Kerja adalah Uk;nittf?tiapkﬂn PPK-BLUD sclanjutnya disingka!
BLIII - Femcrintah[)gcrq:llii pada Satuan Kerja Perangkat pacrah
G IET  pats ) i yang menerapk: ’
[ Cblfhdt(ln DAH:’}"‘ral{; : p dn PPI\' BLUD.
pust \unit Pclaksar:a trletk }.ang ‘fl‘lanjumya disingkat Puskesmas
adﬂn.,i{:nggamkan pemban M5 Dinas  yang bertanggung jawab
e r:n keuangan adqla}?ugan kesehatan di suatu wilayah keschatas:
ofe § aporat -
i Lap gan puskesmas vang terdiri 1 Pertanggungjawaban pcngclulaan
ol oran Realisasi Ang e R A
ke= l:i Strategis yang Egg a'lra;? dan Catatan Atas Laporan Keuangatl
Cﬂc.m ang et 5 Ca_“Jl“m}'a disebut Renstra adalah Strategi
ienis ¥ RN Mmisl, program strategis, target kinerja dan
pcn‘ﬂ‘kumn pencapaian kinerja Puskesmas |
pat pengelola Puskesmas y i :
almab pejabat vang bert yang sclanjutnya discbut pejabat pengelol
g 3 a A . . it
nggungjawab terhadap kinerja opcrasmnal

ad‘q]ah
esmas yan terdiri ate T : ;
pusk® . atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat

[C].;nis‘
, pendapatd? adalah semua pencrimaan dalam bentuk kas dan tagihan

4 puskcsmas yang mc:llambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran

kutan yang tidak perlu dibayar kembali.

adalah semua pengeluaran dari rckening kas yang

dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan ¥
ndak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Puskesmas.

(4. Rencana Risnis dan Anggaran BLUD Puskesmas, yang s¢
disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengan
tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran oleh

L=

o0k

nersang
13 Bﬂlﬂn.]a
ekuitas

mengurangi
ang

lanjutnya
ggaran

puskesmas.
15, Dokumen pelaksanaan Anggaran BLUD Puskesmas, ¥

disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pend
biaya, proy itas barang dan/atau jasa yang
akan dihasilk aksanaan anggaran

eh BLUD Puskesmas.

uan Pemeriksaan Intern adalah pe
melakukan pengawasan dan pengendalian
membantu pemimpin puskesmas untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, keuangan dan social responsibility dalam menyelcnggarakan

bisnis sehat.
17.Dewan Pengawas Puskes
adalah organisasl yang
pengelolaan Puskesmas.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selan]
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan da
tupas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak seba

ang selanjutnya
apatan dan

cksi arus kas, jumlah dan kual
an dan digunakan sebagai dasar pel

ol

16. Sat rangkat Puskesmas yang bertugas

internal dalam rangka

it Dewan Pengawas

mas, yang selanjutnya disebt
wasan terhadap

bertugas melakukan penga

utnya disingkat PPKD
erah yang mempunyai
gai bendahara

umum daerah.
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BAB ||
RUANG Linggyp

Pasa) 9

lingkup pedoman teknis

InE o

e i Jurangombo meliputj -

ke Dengelolaan keuanpan:

P pasaan P '

‘ Lo peanaan dan Penganpgaran;
LA 2 \

lenhﬂn ANPEAran,

r

Luntansh pelaporan dan Pertanggungjawaban
i

Pengelolaan keuanpan dan akuntans

o~ T ™

BAB 111
PEJABAT PENGELOLA BLUD UNIT KERJA
PUSKESMAS JURANGOMBO
Bagian Kesaty
Pejabat Pengelola Puskesmas

Pasal 3

_bat Pengelola BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo terdin atas:
pejd

kepala Puskesmas scbapai pemimpin - BLUD Unit Kerja Puskesmas
a. .

urﬂﬂgﬂmb01 ) . 1

i ¢jabat Pengelola Keuangan sebagai Penanggungjawab Keuangan BLUD;
b, Pejd

dan I ;

Pejabat Pengelola Pelayanan sebagai Pejabat Teknis.
¢

Bagian Kedua
Penanggunp Jawab

Pasal 4

) Kepala Puskesmas selaku pemimpin BLUD Unit Kerja Puskesmas
| Jurangombo adalah penanggung jawab umum operasional dan keuangan
puskesmas.

i i alt 5 . yai
{2). Penanggunglawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempuny:
kewajiban ; _
a. menyiapkan rencana strategis bisnis;
b. menyiapkan RBA tahunan; ‘
¢, menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan
keuangan.
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Dagian Ketipa
Pejabatl Pengelola Keuangan

Pasal 5

prn[:t*'“‘ﬂ Keuangan Puskesmas adalah  penanggungjawab
Fﬂ"bﬂ p dan pelaksana [unps: tata usaha keuangan Puskesmas.
nkd

Lotk

h qungawab keuangan sebagaimana - dimaksud dalam ayat (1)
11:11_1_[“'“1. kewapban

me™ - Loordinasikan penyusunan RBA;

 f yiapkarn dokumen pelaksanaan anggaran I_‘uakr.-amrn;;

I 'rn‘mﬂwﬂ" pengelolian pendapatan dan Lelanja;

o :1“"';!_ ,m”m;;rnkam penpelolaan kas,

d rn‘-flkun pengelolaan utang piutang,

4 wl:ﬂ?:wn kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan inveslasi;

[ 'n}.‘.l;-mu:.-uruknn sistem informasi manajemen keuangan dan;

i .n:ﬁ."'_c lengparakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan,

i‘ mm}fﬁ l-{l".llit'l‘rl{;kﬂl_'l;lf\ Surnt Pernuntaan Pembavaran (SPP) pengadaan

! ﬂw”rh, r1-1_-1 ju,;-.u vang disampatkan oleh bendahara penpgeluaran,
wmﬁii ':E.umt Pt:rminlamn Pembavaran (SFP) gaji, tunjangan pegawai

J nwﬂ_r wn:.:}‘lﬂ"-"]m lainniya;
H‘rlflkl.,ik“n verifikasi Surat Permuintaan Pembayaran (SPP ),

k: mflﬂ\-mpk:un Surat Perintah Membayar (SPM);

. m:::_;]-;l.lknn verifikast hanan atas penerimaan;,

m':q;emksandk.m alkuntansi:

;' meﬂ}aiﬁpk:m Japoran Keuangan,

eakean penatausahaan utang/ piutang;

elalukan | /

,m jakukan penatausahaan persediaan, asset tetap dan investasi; dan
g. meie e

Y elakukan penatausahaan ekuitas,
r. meX

melaksanakan tugasnya penanggungjawab keuangan dibantu oleh

alam
2 ara Penenmaan dan Bendahara Pengeluaran.

ﬂendih

pendahard penerimaan dan pengeluaran ditetapkan  oleh  Pemimpin
pLUD-

Bagian Keempat
Pejabat Teknis

Pasal 6

1y Pejabat Pengelola Pelayanan sebagai Pejabat Teknis mempunyal fungsi
|43

cebagai penanggunglawab teknis di bidang tugasnya.

H]Fﬁﬂaﬂl{@ﬂmmﬁ'ﬂb teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

mempunyai tugas :
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jsan PEFERCANART kegiatan teknis dibidangnya,
4 rﬂf”;kqmmkun kegiatan teknis sesuai RBA dan;
p M ertanggungiawabkan kinerja operasional di bidang tugasnya®:

n’clﬂpc
¢

Bagian Kelima
Pembina Keuangan Puskesmas

Pasal 7

: & - ¢ ¢ n
pina Keuangan BLUD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo dilakuka
(!l pe ; oKD sesuai kewenangannya.
el

: , iputi
pind keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mchpi n
; o . e a
J) e jan pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan ¢
I emberti ;

|atiban dibidang pengelolaan kewangan.
}-\f 3

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8
. S isnis
LuD Unit Kerja Puskesmas Jurangombo menyusun Renstra B

(1 B Tahunan berdasar pada RPJMD.

Lima

i ak 1151 isi,
s Renstra sebagaimana dimaksud dalam avat (1) mencakup visi, m
i program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja Puskesmas.

. : 4 ye aran
3) Vist sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat suatu gamb :
3) Visi e e ttean eita dan
| vang menantang tentang keadaan masa depan yang beristkan cita

citra vang ingin diwujudkan.

4| Mist sebagaimana dimaksud dalam avat (2) memuat sesuatu yang h'jmh
diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar ujuan
organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

i3] Program strategis sebagaimana  dimaksud dalam  avat {2) memuat
program Vang berisi proses kegiatan vang berorientasl pada hasil f.‘.mi',
ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (saru) sampar dengan o
(lima) tahun dengan memperhitungkan potenst, peluang dan kendala
yang ada atau mungkin umbul
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2)
i - i i . , ﬂl."ﬂl (""
can pencapaian kinera sebagaimana dimaksud dalam -

¢

-u'ki_ln
o qarukuran  yang  dilakuk: : menggambs
ne peng yang lakukan dengan (& Jis atas

) pud ] kepiatz 4 .n discrtai anali
f mclﬂ saan hasil kegiatan tahun benalan dengan disertal &

: g ainya
Fﬂ«.c“ aKLOT nternal dan eksternal yang mempengaruhi tercaps
of

m;m - tahun berjalan.
1€
it
Pasal 9

. . . s Jengan
. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilengkap! aFTR

: gen’ - implcmmt:rs.i 5 (hma) tahunan,

| (ﬂciﬂ f

- : . ayat
. implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam 2

cam 4 tav lima
¢ fe merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan m
- . , ra .
]Luﬂq”' penaﬂE@’-mEla“ab program dan prosedur pelaksanaan prog
tant

: g : bagal
(ra dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebag

Bl gy penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
dase '

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 10

usunan RBA‘scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) di‘su-sl.m
;;aasﬂfkﬂn prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya
} rr.umtjenif*» layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan
Z,r-.a diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN

1an cumber-sumber pendapatan Puskesmas lainnya.
da
Pasal 11

;) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan
puskesmas.

) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu
persentase ambang batas tertentu.

(3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

belanja yang dapat bertambah atau berkurang setidaknya proporsional

dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional.

[4) Persentase ambang batas tertenty sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan .kcbutuhan yang sesuai dapat diprediksi dan dicapai serta
terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan,
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|=

13

-

- TR TR SR

Pasal 12

agaimana dimaksud dalam Pagg) | ayat (1) memuat :

5!'U .
| gBA o puskesmas tahun berjalan;
| ‘l_}:ﬂ: i makro dan mikro;

A%

p - Janer .

. trlfh”ql_,. dan perkiraan biaya satuan;
g4 andts aan harga,

e P can, pendapatan dan biaya;
angE* persentase ambang batas;

pesaran
£ ognosa laporan keuangan; dan
I

llé\gfkirﬂun maju | Forward estimate ).

BA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan usulan
ngmm kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran

ng kan dihasilkan.
yang*

Pasal 13

qnerja tabun ll}crjajan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
hurUf 4 mehputs ©

2 hasil kegiatan usaha,

. faktor yang mempengaruhi kinerja,

¢. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;

4.laporan keuangan tahun berjalan;

¢, rencana tindak lanjut,

asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
puruf b antara lain

i asumsi tentang nilai inflasi;
b pertumbuhan ckonomi;

¢, nilai kurs;

d. asumsi tarif;

o volume pelayanan;

{ pendapatan.

Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf ¢
antara lain:

a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan:
b. keuangan pada tahun yang direncanakan.

Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) huruf d merupakan perkiraan biaya per unit penyediaan
barang dan  /atau jasa pelayanan vang diberikan, setelah

mcmp-?rhilungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan
[atau jasa yang akan dihasilkan.
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aan harga sebagaiman

akar estimasi h

pe™ hitungkan biaya per s

mé rf.Llll jercermin dari tarif lay
pe

>

i 4 dimaksyq dalam Pasal 12 ayat (1) huruf €

arga g
B4 Jual prodyy, barang dan/atau jasa setelah

atuan dan tingkat margin yang ditentukan
anan.

4
|

Lran pcndnpatan dan

4 AOE 1) hurul { merupak
: ',I‘u':ll
¥ at

biaya Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

a
an rencana seluryh kegiatan tahunan yang

5 alam satu; : ”
akan d an uang yang tercermin dari rencana Pcndapn[iln
lan)a-

in
dan O

gcs«"f"m ptrsenl;ls't‘ ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) mdml. €. merupakan besaran persentase perubahan anggaran
bgrs‘-lmbcr ari puldnpmm?; Operasional yang diperkenankan dan
sitentukan dengan mempertimbangkan flukey
pLUD:

Ll

asi kegiatan operasiunal

cagnosd laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

iy puruf 8 merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan
,_cperli tercermin pada laporan

peraca dan laporan arus kas.

a
L3
=

realisasi anggaran/laporan opera sional,

perkiraan maju (forvard estimate) scbagaimana dimaksud dalam Pasal
j2 ayat (1) buruf h merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk
iahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna
memastikan Kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui
dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

=

Pasal 14
) RBA disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA Dinas.
0} RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-
© Unit Kerja
Pasal 15

(1| RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan kepada
Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas.

2) RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari BLUD
Unit Kerja Puskesmas Jurangombo, disampaikan kepada PPKD.

Pasal 16

RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dibahas dan diverifikasi.
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s .

Pasal 17

pan RBA  disesuaikap, dengan "
ust! asing-masin g elentuan y
e \rkan mast g B sumber pe
115

ang  ditetapkan
ndanaan va
™

ng berkenaan.

Pasal |18

A yang telah d?bahas _clan diverifikas; TAPD sebagaimana dimaksud
W JJam pasal )16 disampaikan kepada DPPKD untuk dituangkan dalam
rmcangan APBD.

Berdasﬂrkaﬂ APBD vang telay

ditﬂapkan. melalui Dinas, Kepala
13 skesmas melakukan penyesuaj

e N terhadap RBA unwuk ditetapkan
iadi RBA defimitive,
anJ‘q‘
; RBA definitif (:i'*’r::;l[;a“ sebagai dasar Penyusunan DPA Dinas untuk
P s kan kepada ;
diajukan
BAB vV

PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 19

iaksanaan RBA sesuai dengan ketentyan yang ditetapkan berdasarkan
= <ing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.
masins

Bagian Kesatu
DPA-Puskesmas

Pasal 20

(1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) paling sedikit
mencakup :

a, Pendapatan dan belanja;
b, Proveksi arus kas; dan

¢. Jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan.

ing lambat
(2l PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA pglm,, ‘l'unt au
tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran berikutnya ata

paling lambat dua hari setelah APBD disahkan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran.
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L DPA berpedoman pig
q'_'?'

8 A peraturan perundang-undangan yank
o L:!‘il{u-
PA scbopmmana o A
am ! DFA sehapaimina dimaksud pada ayat (2) belum disahka®
P oKD, Puskesmas dapat

Foy

melakukan inp Lnpg
pengeluaran uang paling >
i "lch.-,-ar angka DPA tahun sebelumnya il
LDE
Wt

Pasal 21

A yang ld“h,di?nmm“ olch PPKD) sebagaimana dimaksud dalam pasal
0 ayot (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

qarikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1] yang clipcrgurlﬂk“”

-lan] Vil anis ; .
Ak belanja pegawal, belanja barang dan/atau jasa dan belanja maodal

e

i o e
;n.,};ukilﬂ dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang

‘“kmhm olch Kepala Dinas  sesuai dengan  ketentuan peraturan
rund:mg-und;mmn_
pt

Pasal 22

pPA menjadi lampiran  perjanjian kinerja yang ditandatangani olch
W alikota dengan Kepala Puskesmas.

2 penandatanganan perjanjian scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- walikota dapat melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Dinas.

) perjanjian kinerja scbagaimana  dimaksud dalam ayat (1) merupakan
) mnni[estasi dart hubungan kerja antara Walikota dan Kepala Puskemas
vang dituangkan dalam perjanjian kinerja.

|4}Dalam perjanjian  kinerja  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1)
walikota menugaskan Kepala Puskesmas untuk menyelengparakan

kegiatan pelayanan umum  dan  berhak mengelola dana sesual yang
rercantum dalam DPA.

5] perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain
memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
b, kinerja keuangan;
¢. manfaat bagi masyarakat,
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Bagian Kedua
Pendapatan

Pasal 23

Lan persumber dari ;

!‘ld]'l]‘::] Lu}';‘lﬂﬂ“‘r

ik
Hib-’lh: enmna denp: T .
I1"'" kerjasama gan pithak ketiga;

[ = \ apeate au
o I ylainpEmEaDatan Puskesmas yang sah;
d .‘FBD; dan
¢ !\PBN

Pasal 24

i Pcndapﬂlﬂﬂ :.»;;5]: bcrsf;umbcr dari jasa layanan sebagaimana dimaksud
| d.llnm Pabtl] AUl a -1(1:1]2111 lmbillaﬂ yang dipCrolch d‘,“.i jﬂsﬂ lﬂ}'ﬂnﬂﬂ
yang diberikan kepada masyarakat, baik secara fee for service dan/ ata

ecard };apitnsi.

) pendapatdn vang bersumber dari hibah sebapaimana  dimaksud dalam
v pasal 23 huru_f b dilpa}t berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang
diperoleh dari pemerintah, masyarakat atau badan lain, baik berupd

dana maupun barang dan/atau jasa yang dinilai dengan satuan matd
uang.

Hasil kerjasama dengan pihak ketiga scbagaimana  dimaksud dalam
pasal 23 huruf ¢ dapat berupa perolehan dari kerjasama operasi, sewa
menyewa dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan
tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

Bl

() Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
puruf d antara lain:
o, hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
b. hasil pemanfaatan kekayaan;
c. jasa giro;
d. pendapatan bunga;
e. keuntungan sclisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
[ komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa.

(5] Pendapatan yang bersumber dari APBD schagaimana dimaksud dalam
pasal 23 huruf e adalah merupakan subsidi dari APBD yang berupa
belanja pegawal, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
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ot n yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam
Ffﬂdn 03 hur‘l_lf { dﬂ}ﬂm hal [’Llskcsmas dilunjU}{ scbag;li Pclnksﬂﬂﬂ
o s r;” dekonsentrsi dan/atau tugas pembantuan.
g
antf

Pasal 25

ruh endapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kecuali yane
561“15 | dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayat
perd 2 puskesmas sesual RBA definitif.

pela™
lxruh Pcndapat;m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 purul 2
- L K .o . 3 1 i
¢ 5¢ an d dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli dacrah yané
b, ;‘padﬂ obyek pendapatan Puskesmas.
s

Pasal 26
terikat sebagaimana  dimaksud dalam pasal 24 ayat (2]

;{vi;:rlakukan sesuai peruntukannya
I

Pasal 27

palam pal BLUD Unit Kerja Puskesmas Kerkopan ditunjuk scbag;ll
;lakSﬂna anggaran dekonsentrasi /tugas pembantuan proses pengelola
Eeuancann}'a diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang
berlakil dalam pelaksanaan APBN,

Bagian Ketiga
Belanja

Pasal 28

(1} Belanja terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang
dituangkan dalam RBA definitif.

(2} Belanja merupakan biaya operasional dan biaya non operasional sesual
dengan standar akuntansi keuangan.
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Pasal 29

asional sebagaimana  dj . .
jaya © of . a dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari:
a pclayanan

il IL;iﬂ} ;
i3 e gmum dan administrasi

8

giay? pelayanan sebagaimana - dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri
dﬁ-;li:;}'ﬂ pcgﬂ“'ai

E’ piaya bahan

'bia}"‘ jasa pelayanan
'!’ biaya pemcliharaan

L I. piaya daya dan jJasa

r bia}’ﬂ

)l
(s

pelayanan lain-lain

giaya umum dan administrasi sebagaimana  dimaksud ~ dalam ayat (1)
terdiri dari :

(3l

huruf b 3
g biﬂf"a pegﬂ\‘-'(:ll

p, biaya administrasi kantor

<. biaya pcmc]iharaan

J biaya barang dan jasa

¢, biaya promosi

{ biaya umum dan adminstrasi lain-lain

Pasal 30

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, terdiri
dari:

a. biaya bunga,

b, biaya administrasi bank;

¢ biaya kerugian penjualan asset tetap;

d,biaya kerugian penurunan nilai, dan

¢, biaya non operasional lain-lain.

Pasal 31

(1) Pengelolaan belanja diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan
kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah
pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.

(2) Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan
dalam ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA definitif dan
dilaporkan dalam perhitungan anggaran.
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olann belanja secar it

i lam amba “'; Aelaitis sebagaimana dimaksud dalam &Y
P JIl tvffl"k“ dalar ang batas fleksibilitas sesuai yang telah ditetapkan
n RBA definiuf. -

L
111.1!
v

Pasal 32

ng batas flcksibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat

amba
kan dengan besaran persentase

3 duetap

spsaran persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan
* engan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Puskesmas:

_ esaran persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan
3 eh walikota setelah mendapat pertimbangan PPKD.

Khusus untuk biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 ayar (2] huruf c, ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh persen)
Jari pendapatan jasa layanan scbagaimana dimaksud pada pasal 24

33'31 “,

Bagian Keempat
Pengelolaan Kas

Pasal 33

N Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber

«ebagaimana dimaksud dalam pasal (23} huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
huruf d dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Unit Kerja Puskesmas
rerkopan pada bank yang ditetapkan Kepala Puskesmas.

| Rekening kas BLUD Unit Kerja Puskesmas Kerkopan scbagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dibuka oleh Kepala dan Bendahara Puskesmas
pada bank umum.

vt

Pasal 34

1) Dalam pengelolaan kas, Puskesmas menyelenggarakan hal-hal sebagai
berikut
a merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
¢. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
d. melakukan pembayaran
¢. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
{ memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh
pendapatan tambahan.
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surplus kas se '
mﬂ“[“nmn plus kas sebagaimana dim
Fe gukn" schapar v
8 i
ail i resiko rendah,
den®’

aksud dalam ayat (1) huruf f

2 estasi ja
o Jangka pendek pada instrumen keuangan

. ~an Puskesmas pada seyy i . o
enerima’ pada setiap hari kerja disetorkan seluruhny? ke

i P : s BLUD Unit Keri
@3 gening kas It Kerja Puskesmas Kerkopan dan dilaporkan

p-ulf‘- pcjnbat keuangan Puskesmas
ke h

5 clolaan kas BLUD Unit Kerja Puskesmas Kerkopan disclenggarakan

(4 bcrdﬂsﬂrknn praktek bisnis yang sehat,

Bagian Kelima
Pengelolaan Piutang dan Utang

-

Pasal 35

0 BLUD Unit Kerja Puskesmas Kerkopan dapat memberikan piutang
:.\{.hu’m.lﬂﬁi'ﬂ'l dengan penyerahan barang jasa, dan/atau transakst yang
perhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan
Puskgsnlﬁﬁ.

2 piutang dik_clnla secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan

bcrmnggungjﬂ“'ﬂb scrta dapat memberikan nilai tambah sesual dengan

priﬂSiP bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang:-
yndangarn.

3 gLUD Unit Kerja Puskesmas Kerkopan melakukan penagihan piutang
pada saat piutang jatuh tempo.

(4) BLUD Unit Kerja Puskesmas Kerkopan melakukan penagihan piutang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Puskesmas menyiapkan bukti dan
administrasi penagihan, menyelesaikan tagihan atas prutang.

(5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang sulit
ditagth dapat dilimpahkan penagihannya kepada Walikota dengan
dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 36

(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila sudah ada
penilaian oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara
berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
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enghapusan pj
_epangan PEUE piutang sebaga; ,
) i dilctupkan olch  Walikota B sebagaimana dimaksud dalam ayat

’ berdas
i” mdang-undﬂngnn. sarkan  ketentuan pcraturaﬂ
et

Pasal 37

Unit Kerja P :

pLUD ) , ! uskesmas  Kerkopan dapat melakukan

l” in.ﬂmﬂn/umng sehubungan dengan keg; «P‘ 5 4
Pcril‘ﬂmn peminjaman kepada pihak lain giatan operasional dan/ata

~.__an dikelola dan diselesai

pjamé clesaikan secara : ; X
II r {18 mis,
d psparan dan bertanggungjawab s e tertib, efisien, ckrTmo

p ab sesuai dengan praktck bisnis yang

chat:

,atan  pinjame ,
emanfas pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman

|3:| a anv
angka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan

menutup defisit kas,

" pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman
jangka panjane hanya untuk belanja modal.

Pasal 38

(1 Besarnya utang jangka pendek setinggi-tingginya 3 (tiga) kali perkiraan
pendapatan per bulan dan surplus pendapatan kas.

@) perikatan pinjaman jangka pendek ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

(3) Besaran utang jangka panjang ditentukan berdasarkan tingkat likuiditas

selama masa angsuran.

4) Perikatan perjanjian jangka panjang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas

dengan persetujuan Kepala Dinas.

sebagaimana dimaksud dalam

(5) Pembayaran kembali pinjaman/utang
b BLUD Unit Kerja Puskesmas

pasal 35 ayat (1) menjadi tanggung jawa
Kerkopan.

Pasal 39

(1) Hak tagih mengenai utang atas beban Negara/daerah kadaluwarsa
setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali

ditetapkan lain oleh undang-undang.
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w

. sebagnima | .
adal ars ,-;L_ mana- dimaksud dalam ayat (1) tertunda apabild
P p ; pihak yang bermutang mengajukan tagihan kepada dacrah sebelum
! v masia kadaluwarsg, I -

5 )
1\{"

 qentuan sebaguimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk

d I\fm’t!ﬂ}“m",ktlw"ﬁhun bunga dan pokok pinjaman BLUD Unit Kerja
1,‘ Jkesmas Ierkopan,
pus

Pasal 40

dapt persumber dari ;
f .'.l‘F ¥ e
[ wﬂ“_ﬂ“mh.

’ P[ﬂ‘l{‘fil'llti]'l daerah laing
Irm'h'.l.;:n keuangan bank;
¢ paga keuangan bukan bank; dan

Len
! asyarakat

Pasal 41

pLUD Unit Kena Puskesmas Kerkopan wajib membayar bungi dan
pokok utang vang telah jatuh tempo.

() pepimpin BLUD Unit Kerja Puskesmas dapat melakukan pelampauan
pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang
batas Yang telah ditetapkan dalam RBA,

pelampauan  pembayaran  bunga  dan  pokok pinjaman/utang
sebagmmana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan
RBA perubahian

o
—

Dalam hal pembavaran bunga dan ciadan pokok utang vang jatuh tempo
melebitn anggaran vang tersedia dalam RBA perub than, pemumpin BLUD
Puskesmas dapat melakukan  pelampauan pembayaran dan

"

melaporkannva dalam laporan reahisas: anggaran kepada PPRD

Bapan Keenam
Investass

Pasal 42

(1) BLUD Unit Kena Puskesmas Kerkopan dapat melakukan nvestas
sepanjing me mbertkan manfaat bagh peningkatan pendapatan lan/ atau
pemngkatan  pelavanan kepada masyarakat seria udak menggal

likwaditas kewanpan Paskesmas

(2

Investasi sebaparmana dimaksud dalam avat (1) berupa investas: jangka

pendek dan investast jangka panjang
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Pasal 43

at (2)
gka pendek sebag, ayat (

i jan aimana dimaksud dalam pasal 42. e
g -ﬁ-klln ipvestast yang dapat segera d':p::]uulbcmmn/ dica .
! et ﬂn dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah 5¢
di'.ujl_lki“qcmnm kurang dari 12 (dua belas) bulan.

gt ) |
< jangka pendek  sebagaimana  dimaksud dalam aye
wsld
Jove” ,
) RULE
[+ uf-."l s
mé

<jto perjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas)
WP vang dapat diperpanjang secara otomatis;
bumi‘l‘-u‘qn' gurat Utang Nepara (SUN);
.F'cmgtn'an gertifikat Bank Indonesia (SBY); dan
pembe n Surat Perbendaharaan Nepara (SPN).

b

ci- Pembclin
d.

Pasal 44

' i m investast
yD Unit Kerja Puskesmas Kerkopan tidak dapat clakukan mn
pL Jka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota.
jangke

‘ ‘ I antarad
estasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
2] [n", Sl
Jan: |
a penyertaall modal;

b pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; atau
Ilmrestasi Jangsung (pendirian perusahaan)
C.

i i < [T adﬁn
palam hal Puskesmas mendirikan, membeli badan usaha yang ?ccrit')wmh
! h;;kum kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah dacr
Pasal 45

/ .rupakan
(1) Hasil investasl sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (1) merup
pendapatan Puskesmas.

' ‘ ' £ apat
(2) Pendapatan puskesmas sebagaimana dimaksud daldhm [!.‘_n'll‘ [lgfqp
dipergunakan sccara langsung untuk membiayai belanja sesuai R
Bagian Ketujuh
Pengelolaan Barang

Pasal 46

(1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien dan
ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

h—
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. diberikan sibiTib e ; 3
Skesma® d fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atay

Ul . Aari kete \ :

¥ }.Clufuhma. dan ket lnlluan yang berlaku umum bagi pengadaan parang
:hm'ﬂ“‘“ jasa pemerintah, bila terdapat alasan efektifitas dan/atav
,:ﬁsicﬂ:"]‘

‘lclr:sibilim:a scbngafmana dimaksud dalam ayat (2) diberikan terhadap
pgadaan barang/jasa Yang sumber dananya berasal dari :
. ca pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,

%]
d

L'hib.ﬁh tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan fain,
dan/atau

c nasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

Flcksibilims 5r:bugf1'1mana dimaksud dalam ayat (2) diberikan terhadap
1 pt:ﬂgad:m barang/jasa yang bersifat -

o parang/1asa yang bersifat wajib;
p, barang/Jasa yang bersifat kebutuhan mendesak;
.. barang/jasa yang bersifat kebutuhan darurat.

5 Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2} berupa:
3 o jenjang nilai pengadaan; dan/atau
p.realisasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk

pengadaan bahan makanan, obat-obatan, bahan kimia dan bahan
radiologi.

Pasal 47

pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat
dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau
ketentuan pengadaan dan pemberi hibah atau ketentuan pengadaan barang
dan/atau jasa yang berlaku bagi Puskesmas sepanjang disetujul pemberi
hibah.

Pasal 48

(1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

[2) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan
barang/jasa guna keperluan Puskesmas.

(3) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri
dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi
pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

h-___
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Pasal 49

. jnventaris milik BLU T
) B3° 5- dan/atau dialihk D Unit Kerja Pusk ne Kerkopan dapat
1S ate ahbkan kepada it esmas Kerkopan dape

HY ‘PL .
L 1) ' |
d omis dengan cara dijual, dityk 1ak lain atas dasar perimbangan
. » ditukar, atay dihibahkan

%0
, garané inventaris scbagaimana dimak
e sud dalam ayat (1) merupakan

B akai habis, baran ot
b.u'.mg P ey g untuk diolah atay dijual, barang lainnya yang
gdak meme persyaratan sebagai asset tet oR—
& ap.

-maan hasil penjuala ;

. penenT : N barang inventaris sebagai akib -

AP SeTSEAIEY, Bimged aris scbagai akibat dari
fu dam

pendapamn Puskesmas. ayat (1) merupakan

% jualan barang inv o
1Ha:11 p;;;ianvkqn Sccf;gr memanbl sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus = a memadai dalam laporan keuangan Puskesmas.

LL

Pasal 50

() gLUD Unit hcr_!a Puskesmas K%‘rkopan tidak dapat mengalihkan dan/atau
menghapus asset tetap, kecuali atas persctujuan pejabat yang berwenang.

{Z}HW tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan asset
berwll,lllq yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan Puskesmas atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum sesuai standar akuntansi yang berlaku.

(3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan asset tetap sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) disclenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan

jenis barang sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

|4) Penerimaan hasil penjualan asset tetap akibat dari © pengalihan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan pendapatan
Puskesmas.

(5)Hasil penjualan asset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan Puskesmas.

(6) Pengalihan dan/atau penghapusan asset tetap sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan

Kepala Dinas Kesehatan.

7) Penggunaan asset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung
dengan tugas pokok dan fungsi Puskesmas harus mendapat persetujuan
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan.
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Pasal 51

w dan bangunan Puskes . g ,
eqnall smas disertifikatk ah
L atka crinta
. ogah yang bersangkutan. kan atas nama et
daerait -

a ban 2 ' -
_?ﬁnah da rlr'1 mcmgun'm vang tidak digunakan dalam rangka

ol «© i a r 3 >

lenged gas pokock dan fungsi dapat dialihkan oleh Kepala

" ene
'mskﬂsmas dengan persetujuan Walikota.

Baman Kedelapan
Kerjasama

Pasal 52

 guna meningkatkan kualitas pelayanan, Puskesmas dapat melakukan
Lerjasama dengan pihak ketiga.

" Ferjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan
orinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis,

Pasal 53

1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 52

meliputi :
a kerjasama operasi; dan
p, sewa menyewa.

0} Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
merupakan perikatan antara puskesmas dengan pihak ketiga dalam
fasilitas melalui pengelolaan manajemen dan  proses

penyediaan
ara bersama dengan pembagian keuntungan sesual

operasional  S€¢
kesepakatan.

dimaksud dalam ayat (1) huruf b,

(3) Sewa menyewa sebagaimana
milik Puskesmas oleh pihak lain dalam

merupakan pemanfaatan barang
jangka waktu tertentu dengan imbalan uang.

Pasal 54

{1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, merupakan

pendapatan Puskesmas.

)} Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.
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Bagian Kesembilan
Penyelesajan Kerugian

Pasal 55

Lan pada Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
¥ Lelalainn - seseorang disclesaikan  sesuai  ketentuan  peraturan
Wl
" e undangan yang berlaku mengenai penyelesaian kerugian daerah.
| 1
N

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan

Pasal 56

1 pt-nnmusnhnun Keuangan paling sedikit meliputi :
l , penerimaan kas

pengeluaran kas

pLumng
~utang atau liabilitas

o

o Ao

g pcrscdinan
aset tetap
ekutas

g3 ™

Pasal 57

gendahara Puskesmas selaku Pejabat Pengelola Keuangan BL;UD ;J;l;iigi
mskesmas Kerkopan yang mengelola uang, barang dm‘f ke n}:mumhaan
\ng terdapat pada Puskesmas wajib menyclcnggarakar? icar: c;mumn
;,-;:uangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ses p

prundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

sebagaimana dimaksud dalam pasal 56

e gelolaan keuangan bisnis yang

didasarkan pada prinsip manajemen pen
sehat.

ana dimaksud dalam ayat (1) harus

agaim ,
() Penatausahaan keuangan sebag paransi dan dipertanggungjawabkan.

dilakukan secara tertib, efektif, trans
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. BAB v1
PERUBAHAN RBA DAN DPA PUSKESMAS

Pasal 59
__sahan terhadap RBA BLUD Unit wee -
lu-‘-"--”‘ apabila Nt Kerja Puskesmas Kerkopan
- erdapal penambahan atau pengur

..~ APBD angan anggaran yang bersumber

122 melampaui ¢ ane : N
ajanja melampaul ambang batas fleksibilitas vang telah ditetapkan;

dan
gad

pergeseran antar jemis belanja dan/atau antar kegiatan.

somyhahan secbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesual
Lngan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

ctaan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan
_whan RBA diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 61

JBWUD Unit Kerja Puskesmas Kerkopan menerapkan system informasi
manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang
sehat.

J%tap transaksi keuangan Puskesmas harus dicatat dan dokumen
pendukungnya dikelola secara tertib.

Pasal 62

1JBLUD Unit Kerja Puskesmas Kerkopan menyelenggarakan akuntansi dan

laporan  keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang

diterbitkan oleh asosiasl profesi akuntansi Indonesia.
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sarnan  akuntansi ; ; ;
}_ﬂwzens_‘é_ﬂﬂ E i nsi1 dan lapor;m kcuﬁugml scbugmmﬂllﬂ

Bty av .
! paksud dalam ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan
 pdapatan. belanja, asset, kewajiban maupun ekuitas dana,

Pasal 63

L nalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan
| rhasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 avat (2) Kepala
~ckesmas  menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada
zndar akuntansi sesuai jenis lavanannya.

. jebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan
bagai  dasar dalam  pengakuan, pengukuran, penyajian dan
wngungkapan asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban.

Pasal 64

 proses akuntansi secara manual meliputi :

5 Mencatat bukti transaksi ke dalam buku jurnal;

t. Memposting ke buku besar dan buku pembantu;

¢ Mengikhtisarkan saldo buku besar ke dalam neraca saldo; dan
d. Menyusun laporan keuangan.

=

1Proses akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan
dengan menggunakan aplikasi berbasis komputer di Puskesmas.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 65

| Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) terdiri
dari :
a. Neraca;
b. Laporan operasional;
¢. Laporan Realisasi Anggaran,
d. Laporan arus kas; dan
¢. Catatan atas laporan Keuangan.

" Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan
laporan mengenai kinerja.

PINeraca sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan laporan
yang menpgambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan
tkuitas dana pada tanggal tertentu.

-
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.wﬂfﬂn opcrusmnal'scbagailn‘_;ana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
! eruparalt laporan yang berisi informasi jumlah pendapatan dan beban

:L.;krsma" selama satu periode,
35

aporan arus kas 'SEbagﬂimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢
"::rupakﬂﬂ ]apor.an }-amf; menyajikan informasi kas schubungan dengan |
'ktjﬁl"‘s operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau

mbiayaan y;ng menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran

E.!-" saldo akhir kas selama periode tertentu,

 Catatan AAS laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

| h'JTUf d mcrupzlkm'l catatan yang b{:rfsi pcnjclﬂﬁan naratif atau rincian
sari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Pasal 66

Selain laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1),
‘gUD Unit Kerja Puskesmas Kerkopan menyusun dan menyampaikan
pporan keuangan secara berkala kepada DPPKD melalui Dinas untuk
i;l-mnsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah sesual
qandar akuntansi pemerintah.

s laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
1. Laporan realisasi anggaran;

b, Neraca;
¢. Laporan arus kas; dan
d Catatan atas laporan keuangan

Pasal 67

) Laporan keuangan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 66
avat (2) terdiri dari :
& Laporan triwulan;
b. Laporan semesteran; dan
¢. Laporan tahunan.

Jlaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling
lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 68

“poran pertanggungjawaban keuangan diaudit oleh pemeriksa ekternal
¥suai dengan peraturan pemndang—undangan yang berlaku.
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BAB VIl
AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 69

] . . . ional
puskesmas bertanggungjawab terhadap kiner)a operasio

- pald -
::}Mp;:esmuﬁ sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA. g
P la puskesmas mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja Dpcm‘smn
a

f ! . s na
':Ihrpkrcrnns secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaima
:igksud dalam pasal 65 ayat (1),
BAB IX
SURPLUS DAN DEFISIT
Pasal 70
, qurplus anggararl merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan
" an realisasi belanja Puskesmas pada satu tahun anggaran.

rplus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan dalam

I.-||5|J ;
tahun berikutnya atau seluruhnya disctor ke Kas Daerah

mggamn
dengan mempertimbangkan posisi likuiditas Puskesmas.

Pasal 71

1| Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan
dengan realisasi belanja Puskesmas pada satu tahun anggaran.

2 Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran
berikutnya kepada PPKD melalui Kepala Dinas sesuai kewenangannya.

3PPKD sesuai kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk
menutup defisit pelaksanaan anggaran Puskesmas dalam APBD tahun

anggaran berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Jngan ditetapkannya BLUD Unit Kerja Puskesmas Kerkopan sebagai PPK-
SWUD maka dokumen RKA dipersamakan sebagai Dokumen RBA definitif

‘g berfungsi sebagai DPA BLUD.

(-
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BAB x1

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 73

—
pcréf”ran Walikota ini mul

¢ setiap orang mengetahuiny

al berlaky pagdq tanggal diundangkan.

' ”lellleﬁntahk 1 P an
G i an eratur

a Daerah Kota Magelang.
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